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TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang '. a.

Mengingat :

b.

BUPATI BALANGAN,

bahwa sumber daya alam lahan merupakan.kekayaan alam

Ving bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang

i<onlisinya terus menurun-akibat eksploitasi serta kebakaran

lahan sehingga p"il, dijaga kelestariannya denga.n dikelola

secara baik- guna m"nunJang pembangunan berkelanjutan

yang benruawasan lingkungan ;

bahwa kebakaran lahan merupakan suatu ancaman terhadap

kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian

ekologi, ekonomi, sosial dan budaYa ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalamhurufadanhurufb,-perlumembentukPeraturan
Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengendalian

Kebakaran Lahan'

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara

pidana (LemOiran- N"g.t" Republik lndonesia Tahun 1981

Nomor 7G, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber oaya hia* Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik lnOon*ti" tahun 1990 Nomor 49' Tambahan

Leilbaran f'l"g;tu Republik lndonesia Nomor 3419) ;

3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembara, ru"6ri, Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor

167, Tambana,iL"muaian Negara Republik lndonesia Nomor

3888)Jo. Unoang-tjnOtng \omor 19 Tahun 2A04 tentang

penetapan p#li,ran peilerintah Pengganti undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Peru6ahan Atas Undang-

undang Nomoiat Tahun 1g99 ientang Kehutanan menjadi



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2AO4 
"No*o, 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4401) ;

4.Undang-UndangNomor2Tahun2003tentangPembentukan
Kabupiten Taiah Bumbu dan Kabupaten Balangan 

-di
propinsi xatimantan selatan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4265):

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan 
-Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2OO4Nomor53'
tairbahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor

4389);
6.Undang-UndangNomorlSTahun2oa4tentangPerkebunan- 

ii"*n"ran Nefiara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor

b5, Tambahaniembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a411);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintah

Or"rr[ (lemOiran N"g"t, Republik lndonesia, Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan-Lembaran Negara Republik lndOnesia

Nomor4437)sebagaimanatelahdiubahbeberapa'kali
terakhir oendan tfniang-Undang Nomor.12 Tahun 2008

i"nt"ng peru"uanan Kedua Atas undang-undang Nomor 32

Tahun 2OO4 i"ntrng Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik fnaonesii Tahun 2008 Nomor 59' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a844);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2A07 tentang

penangguranga"n Bencana (Lembaran Negara Republik

lndonesia fitrun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4723);

g.Undang-UndangNomor32Tahun2009tentangPerlindungan
dan Pengelola"an Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik fnO-onesia finun 2009 Nomor 140' Tambahan

Lembaran t'tegara Republik lndonesia Nomor 5059) ;

10'PeraturanPemerintahNomor2TTahunlgS3tentang
Pelaksanarn 

-XiirU 
Undang-Undang Huku.m Acara Pidana

ilemnarat N;;;; Cepuo.ti-t< lndonesia Tahun 1983 Nomor

36, Tambrr.,rni"*baran Negara Republik lndonesia Nomor

3258) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 86' Tambahan

Lembaran N;&; Republik lndonesia Nomor 3853);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang

pengendarian k;rusakan dan atau Pencemaran Lingkungan

Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau



Lahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001

Nomor 10, Tambaha[ Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4076) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20A7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran*Negara Republik lndonesia

lahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia, Tambahn Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4737);

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun

2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
pemerintah baerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor A2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 tahun

2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja

Ferangkat Dierah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah

dengai peraturan Daeiah Kabupaten Balangan .Nomor 09

Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Balangan Nomor b3 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Orgariisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Aitangan (Lembaran daerah Kabupaten Balangan Tahun

2010 Nomor 09).

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan'iE[+IHEH*u3fr 
5Xl,X*,#f^YI^tlTLArfAtl-ANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan'

3. BuPati adalah BuPati Balangan'

4, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan Semua benda, daya,



keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang

mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia

serta makhluk hiduP lainnYa.

S. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan

kesatuan Secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk

keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

6. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya

untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun, persawahan,

penggembalaan ternak bagi masyarakat.

7. Ladang adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk

,"n4irm padi dan palawija berlangsung 1 - 2 tahun kemudian ditinggalkan

setelah ditanami karet dan buah-buahan dan kembali dibuka dalam kurun

waktu tertentu.

8. Lahan kebun adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat

untuk penanaman jenis tanaman tahunan dan atau palawija dan sayuran

secara intensif.

9. Kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga

mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan

atau nilai lingkungan.

10. Pengendalian kebakaran lahan adalah semua usaha pencegahan
- 

p"*-rOrman kebakaran lahan dan penyelamatan akibat kebakaran lahan'

11. Deteksi dini kebakaran lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini

mungkin terjadinya kebakaran lahan agar langkah-lalg.kah pencegahan

Orpri Oiam[it dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera

sebelum aPi melanda daerah luas'

12.Hotspot (titik panas) adalah indikator kebakaran lahan yang mendeteksi

suatu lokasi vrng memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan

suhu disekitarnYa.

l3.Pencegahan kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan

yang d]lakut<an untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya

kebakaran lahan.

l4.Penanggulangan kebakaran lahan adalah semua usaha/tindakan atau

kegiatan yrni- Uitrkukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan

mengerahkantenagayangdilengkapidenganperalatanuntuk
memidamkan atau mlngnitangran api yang membakar lahan.

l5.Pemadaman kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan

yang dilakuran untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar

lahan.

l6.penanganan akibat kebakaran lahan adalah semua usaha yang ditujukan

untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda

lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran lahan'

lT.Kebakaran dinyatakan padam apabila .sumber-sumber 
api yang dapat

menyebabkan (ebakaran utanj (bara) tidak ada lagi (tidak lagi ditemukan

asaP) di areal Yang bersangkutan'

lS.Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung

kepada nYala aPi.

lg.Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran lahan

danatauhutanvangdilaksanakandenqancarabakarbalikdanpembuatan



20.Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah sekelompok masyarakat yalg.memiliki
-- 

l"pdOrlian dan ikut aktii dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan ;

21. Satkorlak PB adalah Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana

yang berkedudukan di Provinsi.

22. Saflak PB adalah satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang

berkedudukan di KabuPatenikota'

23.Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat

paling bawah sampaitingkat kabupaten/kota (ketua RT/RW, Kepala Padang,

Lrrrf,, Kepala Desa, Camat, Bupati dan atau petugas jaga di Posko Satlak

PBP.

24.ldentifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi : pengumpulan data

dan informasi terjadinfa kebakiran, 
-pengukuran dan sketsa lokasi

kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

25.Rehabilitasi adalah kegiatan berupa penanaman kembali dengan jenis

tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai konservasi'

26.LSM adalah Lembaga swadaya Masyarakat yang peduli dengan

pengendalian kebakaran lahan.

27.Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang

bertanggung jawab terhadap semua kegiitan pembakaran dan keiadian

kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari

kegiatan/kejad ian tersebut.

28. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas

hukum diakui sebagai subjek hukum sepedi perseroan, yayasan, lembaga

dan sebagainYa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam

kegiatan pengendalian kebakaran lahan, yang meliputi pencegahan,

peiradaman dan penanganan pasca kebakaran'

Pasal 3

Tujuan peraturan Daerah lni adalah untuk terwujudnya sistem pengendalian

kebakaran lahan secara optimal O"ngrn kondisi masyarat<at yang terlindungi

I"ii-rn.r*an jiwa, raga dan harta benda serta bebas dari pencemaran asap'

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Pencegahan;
b. Pemadaman ;dan
c. Penanggulangan pasca kebakaran'



BAB IV
PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja

melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan

yang mengakibatkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke lahan

sekitarnYa.

(2\ Setiap orang dilarang merusak atau menghilanqran rambu-rambu\-' 
feringatan/laiangan dan atau sarana/prasarana yang dipergunakan dalam

usaha pencegahan kebakaran lahan.

(3) Pelaksanaan pembakaran lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak\-/ 
dapat dielakkan kecuali untuk pengendaiian kebakaran, pembasmian hama

dan pembinaan habitat tumbuhai dan satwa dapat dilakukan setelah

memperoleh izin dari pejabat yang benruenang'

Pasal 6

(1) setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan di dalam kawasan

perkebunan, 
-lahan milik masyarakat harus- mendapat izin dari fihak

perusahaan, pemilik lahan atau iparat pemerintah terdekat yang berwenang

terutama Pada musim kemarau'

(2) Pemberi izin sebagaimana ayat (1) Pasal ini berdasarkan luas lahan yang

diberi izin untuk membakar adaiah :

a, Lahan oengan luas antara 0,5 - 1 Ha, oleh Ketua RT setempat ;

b. Lahan den[an luas antara 1-2Ha, oleh Kepala Desa ;

c. Lahan dengan luas antara2'- 3 Ha, oleh Camat;

d, Lahan denlan luas lebih dari 3 Ha, oleh Bupati'

(3) Pembakaran harus dengan izin sebagaimana dimaksud pqd? ayat (2) dalam

rangka pengaturan/per[itiran pada iaat melakukan pembakaran sehingga

memudahkan pembinaan, pengawasan serta dampak yang ditimbulkan

daPat diminimalisir'

(4) Tata cara dan syarat-syarat mendapat izin se.bagaimana ayat (1)' (2) dan (3)

Pasal ini ditetap,kan tebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Masyarakat di sekitar lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban

untuk selalu siaga dan ikut serta ialam usaha pencegahan kebakaran lahan'

baik secara perorangrn *rrprn metalui xelolno]rMasyarakat Peduli Api

(MpA) Oan aiau Lem6aga swadaya Masyarakat (LSM) yang ada.

t2) Masyarakat di sekitar lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewaiiban

untuk ikut serta dalam r.egiai; irpry" p"*adaman kebakaran lahan, baik

secara perorangan maupun n',"i"f,ii f"lonpok Masyarakat Peduli Api (MPA)

dan atau f-emnlga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada'

(3) Setiap orans vans mengetahui adanva api vang b:l?q?-li 
''1.?: 

vans patut

diduga d..i#i "r"ngifinatkan timbuinya kebakaran, wajib segera

meliporkannya Xepadi aparat pemerintah terdekat'



Pasal I
Pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan

melalui :

a. Penerapan prinsip kehati-hatian ;

b. Penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini ;

c. Penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

d. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat ;

e. Sosialisasi peraiuran untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap

bahaya kebakaran lahan, serta t<epedutian masyarakat terhadap dampak

yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan ;

f. irengemOangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran

lahan;
g. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap

pelaksanaan [embukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk

kegiatan Pertanian tradisional ;

h. MJmbentuk kelompok Masyarakat PeduliApi (MPA) ;

i. Menyelenggarakan pelatihan pengendalian kebakaran bagi masyarakat ;

j. Ueninuatl6p"t bakar, embung atau kolam penampungan air ;. 
.

k, Melakukan kegiatan deteksi d'ini untuk mengetahui lebih awal kemungkinan

terjadinya kebikaran serta mengadakan .patrolilpengawasan ;

t. pemOeiian p"ntf'rrg"rn (rewird) bagi masyarakat yang berjasa dalam

kegiatan Pengendalian kebakaran.

Pasal 9

(1) Setiap perusahaan dan atau penanggung jawab .usaha berpotensi

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran lahan wajib m"ncigafi terjadinya kebakaran lahan di lokasi

usahanYa.

(2) Setiap perusahaan dan atau penanggung jawab usaha sebagaimana

dimaksud p"O, ayat (1) wajib memiliki iistem, sarana dan prasarana untuk

mencegah terjadinya kebakaran lahan, meliputi :

a. SistLm peialatan deteksi dini untuk mengetahui kebakaran lahan ;

b. Alat pencegahan kebakaran lahan ;

c. prosedur "opeiasi standar untuk mencegah dan menanggulangi

terjadinYa kebakaran lahan ;

d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan

penanggulangan terjadinya kebakaran lahan ;

e. irelatihan penanggulangan kebakaran lahan'

(3) Setiap perusahaan dan atau penanggung jawab usaha sebagaiman

dimaksud prO, ayat (1) wajib melakukan-penyuiuhan kepada masyarakat di

sekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan'

BAB V
PEMADAMAN,PENANGGULANGANKEBAKARANLAHAN

Pasal 10

(1) Untuk mengatasi kebakaran lahan, masyarakat pemilik lahan dan atau yang

melakukan pembukaan lahan *rliO melakukan pemadaman sedini mungkin'

(2) Dalam hal kejadian kebakaran lahan meluas, dilakukan pemadaman



kebakaran secara koordinatif dengan aparat pemerintah terdekat'

(3) Upaya penanggulangan kebakaran lahan dilakukan secara sistematis'

terpadu, *"niiuruti Oan tuntas dengan melibatkan semua pemangku

kepentingan.

(4) Atas dasar rencana pelaksanaan pemadam?l sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), dilakukan pemadaman kebakaran lahan yang kegiatannya meliputi

l

a. Mengerahkan personil dari unsur Masyarakat Peduli Api (MPA), aparat- 
pem6rintah baik sipil maupun TNI-POLRI serta masyarakat sekitarnya ;

b. Memobilisasi peralatan pemadam kebakaran, sarana I prasarana pada

lokasi kejadian ;

c. Melakukan pemadaman kebakaran lahan'

(5) Dalam hal terjadi kebakaran lahan yang memerlukan penanganan segera di

wilayah kerjanya, maka Camat atis riama Bupati memerintahkan kepada

penanggung jr*iU usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana

dimaksud Pada aYat (3).

(6) Penanggung jawab usaha yajib mematuhi perintah dari Bupati sebagaimana

yang dimaksud Pada aYat (4)'

{7\ camat wajib melaporkan kepada Bupati tentang kejadian kebakaran lahan

dan upaya penanggulangannv, y"ng d.ilakukan selambat-lambatnya dalam

masa Z (iujun) nariietelah sel-esai melakukan pemadaman'

(8) Dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan, Bupati/walikota dapat

meminta uantuan tiepaOa Pemerintah Daerah Kabupaten terdekat dan

Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadinya kebakaran lahan di lintas Kabupaten, Bupati wajib

melakukan koordinasi dengan Gubernur'

(2) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran lahan, Bupati dapat meminta

bantuan fepaOa Pemerinia-fr Dalrah terdekat dan atau Pemerintah Pusat'

Pasal 12

Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran lahan Bupati dapat membentuk

tim atau menunjuk instansi y"ng b"*"nang di bidang pengendalian kebakaran

lahan

Pasal 13

(1)Setiaporang/badanusaha'/pemiliklahanyangmelihatataumengalami
kebakaran fa"fran i"g"r" melaporkan kepada camat setempat'

(2) Camat setempat setelah menerinra laporan kejadian kebakaran lahan segera

berkoordinasi dengan Satuan F"trXdana Penanganan Bencana dan posko

penanggulangan kebakaran lahan'

(3) MPA, LSM lainnya, pemilik lahan dan lapisan masyarakat di sekitar kejadian

kebakaran lahan dapat langsunl melakukan pemadaman kebakaran lahan'



(4)SatlakPBdapatmemintabantuankepadaSatkorlakPB.

(5) Apabila diperlukan, Satkorlak PB dan Satlak PB dapat berkoordinasi dengan

TNI/POLRI.

BAB VI
PENANGANAN PASCA KEBAKARAN LAHAN

Bagian Pertama
Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)

Pasal 14

(1)Pengumpulanbahanketerangansebagaimanadimaksudadalah
mengumpulkan informasi melalui pengecekan lapangan pa.da lahan yang

terbakar baik secara langsung maupun dengan menggunakan titik panas

yang terpantau, sebagai ninan keterangan tindak pidana pelanggaran'

(2)BahanKeterangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)digunakanuntuk
kepentingan prJr". penelakan hukum dan upaya rehabilitasi.

Bagian Kedua
ldentifikasi

Pasal 15

(1) Guna mengetahui penyebab.kebakaran lahan serta tingkat kerusakan yang

terjadi akibai 1.n"trt't6grr larangan kebakaran lahan perlu dilakukan

identifikasi uniukp"n"diXrn hukuri dan rehabilitasi areal bekas kebakaran'

(2) ldentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) secara bertahap dilakukan

dari tingkat K-ecamatan hingga' tingrat 
'Kabupaten yang prosedur

pelaksanlannya diatur melalui Keputusan Bupati'

(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2\ secara berjenjang

dilaporkan kePada BuPati'

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Pasal 16

(1) Atas dasar hasil identifikasi sebagaimrl?...diT"ksud dalam bagian kedua

pasal 14, segera diadakan tinaar.ai rehabilitasi atas areal bekas kebakaran

lahan.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang/Badan Usaha yang

menguasar, memiliki lahan Vrng'GiUr[ar dan untuk lahan negara dilakukan

oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya'

(3) Pedoman pelaksanaan rehabilitasi lahan dan atau hutan diatur lebih lanjut

oleh BuPati.



BAB VII
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Bupati meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak

dan tanggung l,*,u serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran

lahan.

(2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)

dapatdilakukandengan*"ng",bangkan-nilai-nilaidankelembagaanadat
serta kebiasaan-kebiasaan maryar-akat tradisional yang mendukung

perlindungan lahan.

(3) Bupati memfasilitasi pembentukan regu-regu/kelompok masyarakat

pengendalian kebakaran lahan yang senantiasa waspada dan siaga terutama

dalam menghadaPi musim kemarau'

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan

terhadap p"frngg"ran yang Oiia1lf<ai berkaitan dengan kebakaran lahan

berdasark"" pJrZiri"n'p"i,ndang-undangan yang berlaku sesuai dengan

kewenangannYa.

(2)Bupatimelakukanpengawasanataspengendaliankerusakandanatau
pencemarrn finskungan-hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan'

(3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam

rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan'

(4) Setiap instansi/sKPD teknis yang terkait . 
dengan tugas pembinaan'

pengendalian dan pengawas.n'p"nigunaan lahan untuk pembangunan di

bidang perkebunan, pertanirn, tirntiiigrasi, pertambangan, kehutanan dan

lain-lain neGwaiiUan dan bertanggung jawab melakuk'.1 
-Y!11"

pengendalian kebakaran sesuai dengan iugas pokok dan fungsinya mastng-

masing.

(5) Setiap instansi/sKPD baik sipil maupun TNUPOLRI selain tersebut pada ayat

(4) pasal ini,liwaiiukan untuk p"Juri dan berperan secara aktif melakukan

upaya Pengendalian kebakaran'

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana dariAPBD dan sumber dana

daerah lain, sesuai dengan #;iLl-ran yang berlaku untuk pengerrdalian

kebakaran yang ditaksanakan or.il'lJrili femErintah Daerah, pihak terkait dan

masYarakat di wilaYahnYa'



BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi *"*"n",[ r.nJru= .bu#i- p"nyioir irnturi merakukan penyidikan

tindak pidana Oi bidang feOafiian'lahan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini.

(2)WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudP:9:ayat(1)adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan J;;!"n tinlak 
- piorri seb.agaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini agar reterrngan atau laporan tersebut menjadi

lengkap dan jelas 
' ,rnnr rlkan keteranc ng pribadi

b,Meneliti,mencaridanmengumpulkanketeranganmenge.narorar
atau badan tentang kebenaran perbuatan ying dilakukan. seiubungan

dengan tindak pidana r"orgrirana oimaxsuo lalam Peraturan Daerah

ini;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tinoa[ 
=piorn, 

sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana ,"nrlri*rn" oi*"ksud dalam Peraturan Daerah

ini:

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan'

pencatatan' Oii Oofur"n-Jot urn*n [ain, serta melakukan penyitaan

ierhadaP barang bukti tersebut;

f.Memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaantugas
penyidikan-linOaf pidan? .En"gri*rn, dimiksud dalam Peraturan

Daerah ini ;

g.Menyuruhberhenti,melarangseseo'rang.meninggalkanruanganatau
tempat p;Jt ."rt p"r"riirian sedan{ bertangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau &;;; vr"g dibawa-sebagaiman dimaksud

Pada huruf e aYat (2) Pasal ini ;

h. Mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana sebagaimrn, oi*u[rud d"lr* Peraturan Daerah ini ;

i.Memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksasebagai
tersangka atau saksi ;

j.Mengadakanpenghentianpenyidikan.setelahmendapatpersetujuan
Bupati atas petunjuk dari nSrfi,.oir,. 

por-nr 
.bahwa 

tidak terdapat cukup

bukti atau peristiwa tersebui bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui eenyijil< ibr-nr memberitahukan hal tersebut kepada

PenuntutUmum,tersangkaataukeluarganya;

k. Merakukan tindakan rain yang dianggap perlu, yljrl,- kelancaran

penyidikan tindak pidana menu-tut hulium' yang dapat dipertanggung

jawabkan'



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan atau karena

kelalaiannya melanggar ketentuan dalam pasal 1, pasal 5, pasal 6, pasal 7
dan pasai g, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000'000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

lnstansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian kebakaran

lahan dah atau hutan iOaian instansi yang membidangi kehutanan, perkebunan,

perikanan, peternakan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat serta pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaannyJ akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau

Keputusan BuPati.



Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempitannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin

pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 201 1 NOMOR 09

an sesuai dengan aslinYa.

ukum Setda Kab. Balangan,

ian Hukum,

NAPARIN, SH

bina Tk.l (lv/b)
NtP. 1961101s 199203 1 002

SDTDT


